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Pendahuluan
Penyerapan anggaran adalah suatu bentuk pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai

target yang sudah direncanakan. Apabila sudah mencapai target maka penyerapan anggaran bisa dikatakan
berhasil dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran yang buruk akan mencegah peningkatan
penyerapan anggaran dan hal ini dapat memperburuk semua kesulitan dalam melaksanakan penyerapan
anggaran. Pemerintah daerah saat ini dan di masa depan diharapkan dapat menggunakan teknologi digital
untuk meningkatkan program pembangunan di semua sektor, untuk menyebarkan informasi secara optimal
dan melibatkan semua orang dalam skala besar. informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi daerah
memungkinkan data keuangan daerah dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui berbagai unsur yang
saling berhubungan, dengan memperhatikan prinsip akuntanbilitas dan transparansi. Menurut UU No. 17
Tahun 2003 tentang keuangan negara, batas waktu menetapkan APBD ditetapkan paling lambat bulan
November.



3

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?

2. Apakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Penyerapan
Anggaran?

3. Apakah Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
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Kerangka Konseptual

Perencanaan Anggaran

(X1)

Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah 

(X2)

Waktu Penetapan

Anggaran

(X3)

Penyerapan Anggaran

(Y)
H2

H3

H1

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan daerah terhadap
Penyerapan Anggaran di Kecamatan Sidoarjo, berikut ini adalah pengembangan hipotesisnya:

Pengembangan Hipotesis

H1: Perencanaan Anggaran Berpengaruh

terhadap Penyerapan Anggaran

H2: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

berpengaruh terhadap Penyerapan

Anggaran

H3: Waktu Penetapan Anggaran

berpengaruh terhadap Penyerapan

Anggaran
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Metode
Pendekatan  

Penelitian

Populasi dan 

sampel

Teknik 

Pengumpulan Data

Teknik 

Analisis

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif Asosiatif dengan data primer yang

diperoleh dari penyebaran kuisioner dengan metode sensus.

Populasi berjumlah 52 Orang yang diambil dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah

14 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 14 orang, Bendahara

pengeluaran Pembantu (BPP) sejumlah 14 orang, dan Staf Administrasi bagian keuangan

sebanyak 10 Orang.

Menggunakan Kuesioner. Kuesioner atau angket digunakan untuk mendapatkan jawaban

secara langsung dari responden, memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden

Penggunaan program SPSS digunakan untuk penghitungan analisis regresi linier berganda. 

Guna menjelaskan hubungan antara dua variable yaitu independen dan variable dependen

Menggunakan Uji R2 (Koefisien Determinasi), Uji T
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HASIL
• Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan sebanyak 52 dan kuesioner yang diterima kembali sebanyak 52 kuesioner,

maka data dapat diolah dengan SPSS. Berikut ini hasilnya:

• Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pada tabel 2 Hasil Uji Validitas dapat diperoleh nilai R table sebesar 0.2306. masing-masing instrument variabel memiliki
nilai pearson diatas 0.2306 dengan r hitung > r tabel 0.2306 sehingga seluruh butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini
dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Pada tabel 3 dapat dilihat bahawa Cronbach’s Alpha dari seluruh variabel bernilai > 0.70 yang artinya seluruh variabel
dinyatakan reliabel.
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HASIL
• Uji Hipotesis

1. Uji Analisis regresi Linear Berganda

Coefficients

Model Unstandardized Coefisien Standardized Coefficients t Sig

B Std. Eror Beta

1. (Constant) -4.168 5.875 -.710 .408

Perencanaan Anggaran .521 .158 .367 3.301 .002

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah -.137 .158 -.096 -.866 .391

Waktu Penetapan Anggaran .907 .148 .611 6.134 .000

a. Dependent Variable Penyerapan Anggaran

Y = ɑ + β1X1 + β2X2 + β3X3 + є

= -4.168 + 0,521PA - 0,137SIPD + 0,907WPA + є
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HASIL
• Uji Hipotesis 

2. Uji Koefisien Determinasi 

3. Uji T

•Predictors : (Constant), Waktu Penetapan Anggaran, sistem informasi Pemerintahan Daerah, Perencanaan Anggaran

Model R R-Square Adjusted R

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .733ᵃ .537 .508 2.789

Hasil pengujian R2 menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 0.508 atau 50.8%. Menurut nilai ini, nilai Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi

Pemerintah Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran bertanggung jawab atas 50.8% dari variasi Penyerapan Anggaran, sedangkan sisanya sebesar

49.2%. dijelaskan oleh variabel tambahan, yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Variabel Thitung Ttabel Sig. Keterangan

Perencanaan

Anggaran

3.301 1.67722 0.002 H1 Diterima

Sistem Informasi

Pemerintah Daerah

-0.866 1.67722 0.391 H2 Tidak Diterima

Waktu Penetapan

Anggaran

6.134 1.67722 0.000 H3 Diterima
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PEMBAHASAN
• Perencanaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik adalah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran
yang ditetapkan dan menyusun kegiatan dengan detail. Semakin baik perencanaan anggaran akan semakin mudah dalam
penyerapan anggarannya. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

• Sistem Informasi Pemerintahan Tidak Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

Hal ini dikarenakan SIPD yang dikembangkan oleh Kemendagri tidak terlepas dari berbagai kekurangan pengembangan
perangkat lunaknya. Beberapa kendala yaitu kurangnya koordinasi pengguna SIPD, sering terjadi kesalahan input karena
ada banyak menu yang harus diisi, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi berbeda.

• Waktu Penetapan Anggaran Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran

Pada dasarnya proses penetapan anggaran yang tepat waktu (sebelum tahun anggaran berakhir) akan mempengaruhi tingkat
serapan anggaran, karena jangka waktu atau rentan waktu pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efisien dan terarah
untuk seluruh kegiatan pemerintahan.
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KESIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan apakah perencanaan anggaran, sistem informasi
pemerintahan daerah, dan waktu penetapan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kelurahan di Kecamatan
Sidoarjo. Berdasarkan diskusi hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) perencanaan anggaran berpengaruh
terhadap penyerapan anggaran, (2) sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran,
dan (3) waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
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Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ketika tujuan penelitian tercapai adalah penelitian ini digunakan untuk

menguji teori yang telah ada sebelumnya. Teori tersebut adalah pengaruh dari Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kecamatan Sidoarjo. hasil
pengujian teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan pembuktian atau penguatan dari teori sebelumnya
terhadap fakta yang terjadi dalam lapangan. Dan sebagai referensi baik itu replikasi atau modifikasi dari penelitian
selanjutnya yang memiliki hubungan dengan variabel dalam penelitian ini
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